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IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA PEKANBARU NOMOR 50
TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA
PEKANBARU NOMOR 24 TAHUN 2013 TENTANG
PENYELENGGARAAN REKLAME DI KOTA PEKANBARU

ABSTRAK

Oleh :
Diana Kartika Sitompul

Berkembangnya pembangunan '-khususnya papan reklame, baliho,
spanduk-spanduk iklan tentu saja harus ada kendali-dari pemerintah daerah salah
satunya adalah dengan menerbitkkan peraturan daerah untuk pengaturan dan
penataan reklame. Kota pekanbaru saat ini mengalami perkembangan yang sangat
pesat, hal ini mengakibatkan semakin banyaknya penyelenggara atau pemasangan
reklame di Kota Pekanbaru. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana
implementasi peraturan walikota terhadap penyelenggaraan reklame di Kota
Pekanbaru. Dalam penelitian ini, yang menjadi permasalahan yaitu masih
banyaknya reklame yang menyalahi aturan, berdiri ilegal tanpa memiliki izin, dan
dapat merusak keindahan Kota Pekanbaru. Metode yang digunakan dalam
penelitian yaitu metode penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif. Hasil dari
penelitian ini adalah apabila pemasangan reklame harus didaftarkan dan memiliki
izin untuk berdiri. Reklame yang berdiri memenuh syarat harus membayar pajak
reklame kepada Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru. Pengawasan dan
penertiban dilakukan oleh pihak Satpol PP yang harus dilakukan penyelidikan dan
penyidikan terlebih dahulu. Apabila pemasangan reklame tidak pada tempatnya
maka akan dilakukan pemotongan dan pembongkaran. Namun dari segi
implementasi belum dapat dikatakan optimal karena masih ada hambatan-
hambatan dalam pelaksanaanya. Hambatan-hambatan tersebut berupa terbatasnya
jumlah sumber daya manusia, anggaran pengawasan yang kurang memadai, serta
rendahnya tingkat kesadaran penyelenggara reklame di Kota Pekanbaru.

Kata Kunci : Implementasi, Penyelenggaraan, Reklame, Kebijakan Publik.
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IMPLEMENTATION OF PEKANBARU MAYOR REGULATION NUMBER
50 YEAR 2021 CONCERNING AMENDMENT TO PEKANBARU MAYOR
REGULATION NUMBER 24 YEAR 2013 CONCERNING
ADMINISTRATION OF ADVERTISEMENTS IN PEKANBARU CITY

ABSTRACT

By :
Diana Kartika Sitompul

Development in particular; billboeards; billboards, advertising banners
require, of course, the control of local governments. The city of new pekanzhou is
now experiencing rapid growth, resulting in increased registrations or addressers
in the new pekanbaru city. The study is aimed at finding out how the mayor's rule
against the new pekandized no-billboard arrangement was implemented. The
question in this study is that there are still a steady number of illegal forms,
illegal standing without a permit, and that can damage the beauty of Pekanbaru
city. The method used in research 1S a descriptive qualitative study method. The
result of this study was that the installation of a billboard had to be registered and
had a standing permit. A standing billboard had to pay a tax for the new
municipal revenue agency. Control and policing are maintained by the police
department that must be conducted.with inquiry.and inquiry first. When a form of
a billboard is not in place it will be cut and dismantled. The implementation of the
implementation is not yet optimal since there are still obstacles to the
implementation.” These. would include limited shuman resources, inadequate
surveillance budgets, and low:level of consciousness for the addressers in the
Pekanbaru city.

Keywords: implementation, maintenance, billboard, public policy.
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BAB |

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Sedangkan yang dimaksud dengan pemerintahan daerah adalah
penyelenggaraan urusan pemerintah oleh pemerintah daerah dan DPRD
menurutazas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi yang
seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia

Tahun 1945. Dibentuknya pemerintahan daerah sendiri bertujuan untuk
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mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan,

pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat serta peningkatan

dengan memperhatikan prinsip demokrasi, keadilan, dan kekhususan suatu

daerah provinsi, kabupaten dan kota yang dipilih secara demokratis.

5. Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya kecuali urusan
pemerintahan yang oleh Undang-Undang ditentukan sebagai urusan
pemerintah pusat.

6. Pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-

peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.
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7. Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam

Undang-Undang.

Berkembangnya pembangunan khususnya papan reklame, baliho,

pengaturan

1 perubahan
secara fisik
a. Perubahan
perkembangan

Jika dilihat dari

ERANAN

aturan yang di

han kota tidak

Ayl

asli daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah
dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat serta mewujudkan

kemandirian daerah.

Saat ini Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 24 Tahun 2013 Tentang
Penyelenggaraan Reklame tersebut sudah mengalami perubahan seperti yang

tertuang dalam Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 50 Tahun 2021 Tentang



Perubahan Atas Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 24 Tahun 2013 Tentang
Penyelenggaraan Reklame Di Kota Pekanbaru. Perubahan tersebut dilakukan
karena dalam pelaksanaannya masih terdapat kekurangan dan tidak sesuai lagi
dengan kondisisperkembangan. dan pembangunan di Kota Pekanbaru sehingga
perlu-untuk di sempurnakan. Dalam perubahan tersebut dikatakan dalam pasal
29 bahwa Badan Pendapatan: Daerah “Kota, Pekanbaru sebagai ketua dalam
penyelenggaraan reklame sedangkan dalam Perwako sebelumnya yang menjadi
ketua dalam penyelenggaraan reklame di Kota Pekanbaru adalah Dinas Tata
Ruang Dan Bangunan Kota Pekanbaru.

Pada Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 50 Tahun 2021 tentang
Penyenggaraan Reklame dalam Bab 1 pasal 1 mengartikan reklame adalah alat
perbuatan atau media yang bentuk dan corak ragamnya untuk tujuan komersial
memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan atau untuk menarik
perhatian umum terhadap barang, jasa orang atau badan yang dapat dilihat,
dibaca, didengar, dirasakan dan atau dinikmati oleh  umum. Untuk lebih
jelasnya mengenai penyelenggaraan reklame terdapat pada pasal 7 yang berisi:

1. lzin sebagaimana dimaksud diajukan.secara tertulis kepada Walikota atau
pejabat lain yang ditunjuk dengan mengisi formulir dan melengkapi
persyaratan yang ditetapkan dengan peraturan walikota

2. Sebelum izin ditertibkan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk,
pemilik/penyelenggara atau kuasanya diwajibkan membayar dan melunasi
pajak rekalme dan uang jaminan bongkar kas daerah atau tempat lain yang

ditunjuk
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3. Uang jaminan bongkar pasang pemasangan reklame ditetapkan sebesar

10% (sepuluh persen) dari jumlah ketetapan pajak Ketentuan lanjut diatur

dalam surat edaran dalam rangka kebijakan penataan reklame di Kota

Pekanbaru Nomor 50

.*‘ﬁ‘“m\““ .@a ’
)

nbaru Bab |

antara tambang
permukaan tanah

e adalah tempat

kalender atau jangka yang diatur dengan peraturan walikota paling
lama tiga bulan kalender yang menjadi dasar bagi wajib pajak untuk
menghitung, menyetor dan melaporkan pajak yang terutang.

e. Media reklame adaah benda, rangka atau konstruksi bangunan

reklame secara keseluruhan yang dibuat sebagai tempat
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pemasangan/pendirian dan atau dimuatnya reklame dalam rangka

peyelenggaraan reklame dimaksud.

f. Nilai sewa reklame (NSR) adalah hasil penjumlahan nilai jual objek

untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungnya.

J. Penyelenggraan reklame adalah suatu kegiatan pelaksanaan pendirian

pemasangan pembuatanatau media reklame pada lokasi yang hendak
didirikan reklame dan atau media reklame oleh penyelenggaraan

reklame.
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Adapun sanksi atas reklame yang tidak sesuai dengan peraturan walikota
tersebut antara lain :

1. 1zin penyelenggaraan Bangunan Reklame dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

1 (satu) instansi

ngatan kepada

.& penyelenggara Bangunan

Reklame wajib menyesua ‘

4. Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 3 (tiga) berakhir maka,

instansi pemberi izin pemberi izin dapat melakukan pencabutan izin
penyelenggaraan Bangunan Reklame.

5. Pembongkaran Bangunan Reklame dilakukan oleh Tim bersama Satuan Polisi

Pamong Praja paling lama 5 (lima) hari setelah izin dicabut dan penyelenggara

tidak melakukan pembongkaran sendiri.
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6. Hasil bongkaran Bangunan Reklame harus sudah diambil oleh penyelenggara

Bangunan Reklame paling lambat 3 x 24 jam sejak tanggal pembongkaran

dengan menunjukan bukti-bukti kepemilikan yang sah.

kebijakan. Kena : eklame K 2buah problem yang

dipandang secara berbe atu ang bahwz dengan adanya kebijakan
s

U

Kota dan meningkatkan pendapatan asli daerah. Sedangkan disisi lain, dipandang

kenaikan tarif pajak reklame d aru yang selalu menjaga keindahan
bahwa kebijakan ini merupakan kebijakan yang merugikan Pemerintah Kota yang
akan berpotensi kehilangan pendapatan asli daerah dari dunia periklanan karena
kenaikan tarif pajak reklame tersebut (PANDIANGAN & M.Si, 2015)

Adapun jenis pajak daerah yang dipungut oleh Pemerintah Daerah baik

Provinsi maupun Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut :
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1. Pajak hotel
2. Pajak restoran

3. Pajak hiburan

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10. Paja
ang maka akan
semakin sulit penataa 1) ) ame yang terpasang
maka akan me : enerimaa ak an ga. Pajak reklame
merupakan s eh. | emerintah daerah
(Kurniawan dan 0 (2013;113) penempatan
reklame yang strateg nemberikan kesempatan
kepada masyarakat untuk visual yang baik pada sumber

informasi. Keberadaan reklame yang beraneka ukuran, bentuk, dan warna yang

menarik dapat dilihat. Penempatan reklame yang ditata dengan baik maka akan

semakin memperindah dan mempercantik penataan ruang Kota Pekanbaru.
Meskipun ketentuan penyelenggaraan reklame dan pajak reklame sudah

diatur dalam Peraturan Walikota Kota Pekanbaru tersebut, namun dengan

realisasi pajak reklame ini belum sesuai dengan target Pemerintah Kota



10

Pekanbaru. Data berikut menunjukkan target dan realisasi pajak reklame Kota
Pekanbaru dalam kurun waktutahun 2016-2020.

Tabel 1.1 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Reklame

TAHUN TARGET (Rp)._| REALISASI (Rp) | PENCAPAIAN
2016 92.031.689.057 20.470.208.511 22.24%
2017 164.917.565.880 | 19.830.814.018 12.02%
2018 222.017:565881 | 23-367.011:100 10.52%
2019 148.126.884.833 | 30.954.181.681 20.90%
2020 27.103.188.591 28.003.177.528 103.32%

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru

Berdasarkan data yang tersaji dalam tabel 1.1 diatas dapat dilihat realisasi
dan target penerimaan pajak reklame Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru
tiap tahunnya dari tahun 2016 sampai tahun 2020. Pada tahun 2020 pajak reklame
mengalami kenaikan melebihi target yang sudah ditetapkan yaitu sebesar
Rp28.003.177.528 atau sebesar '108.32%:.: Namun pada tahun-tahun sebelumnya
Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru tidak mencapai target yang sudah
ditetapkan, bahkan target yang sudah ditetapkan tersebut terlihat terlalu tinggi
dibanding yang sudah direalisasikan. Contohnya saja pada tahun 2018 target
sebesar Rp222.017.565.881 dinatkkan sangat tinggi dari tahun 2017 yang
targetnya sebesar Rpl64.917.565.880. Pada tahun 2019 targetnya diturunkan
kembali menjadi Rp148.126.886.833 dan itupun realisasinya masih jauh dari
target yang sudah ditetapkan. Dari uraian diatas, penerimaan pajak dari sektor
reklame di Kota Pekanbaru bisa dikatakan belum cukup optimal. Dengan
demikian penerimaan pajak reklame di Kota Pekanbaru seharusnya mengalami

peningkatan karena potensinya sangat besar. Tiap tahun pengusaha yang
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menggunakan reklame untuk tujuan komersial selalu meningkat. Berikut ini
merupakan data jumlah wajib pajak reklame di Kota Pekanbaru :

Tabel 1.2 Jumlah Reklame di Kota Pekanbaru

Tahun Jumlah Pajak
2020 67.065
2021 67.645

Sumber : Badan Pendapat.Daerah Kota Pekanbaru

Berdasarkan data yang tersaji dalam tabel 1.2 diatas dapat dilihat jumlah
reklame Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru tiap tahunnya dari tahun 2020
sampai tahun 2021. Pada tahun 2020 jumlah reklame di Kota Pekanbaru mencapai
67.065. Sedangkan tahun 2021 sudah mengalami peningkatan yaitu mencapali
67.645 jumlah reklame. Terjadi kenaikan sekitar 580 reklame. Dengan demikian

jumlah reklame di Kota Pekanbaru mengalami peningkatan tiap tahunnya.

Fakta menarik penulis temukan.dalam ‘website Kompas.com pada tanggal
10 November 2020, yaitu adanya pengusaha reklame yang menjadi otak pelaku
dari penebangangan 83 pohon median jenis glodokan tiang dan tabuya di Jalan
Tuanku Tambusai tersebut. Pehon tersebut ditebas dengan parang dan para pelaku
tersebut diupah sebesar Rp2.500.000 dan atas perbuatan tersebut Pemerintah Kota
Pekanbaru mengalami kerugian sebesar Rp113.000.000. Pemotongan itu
dilakukan tanpa izin dari Dinas Pekerjaan Umum Kota Pekanbaru, dengan alasan
karena puluhan pohon tersebut dianggap menutupi papan reklamenya dan dapat
merugikan usahanya. Terkait pelarangan penebangan pohon pelindung tersebut
sudah diatur dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20 Tahun 2010

Tentang Pemnfaatan Bagian-Bagian Jalan. Pada pasal 18 berbunyi bahwa
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konstruksi bangunan iklan dan media informasi tida boleh melintang diatas jalan.
Sementara saat ini, adapun reklame yang berdiri di JI. Tuanku Tambusai

Pekanbaru kurang lebih sekitar 300 reklame. Sedangkan reklame yang tidak

memiliki izin u i 3 nba : cklame dan reklame

Tuanku a-fi omena yang

ditemukan

EA L\

=
—
D
=

memiliki izin

ita dengan baik

AvANNG

erlarang seperti

1.2 Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang diatas, maka yang menjadi rumusan masalah
dalam penelitian ini adalah “Bagaimana Implementasi Peraturan Walikota
Pekanbaru Nomor 50 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan
Walikota Pekanbaru Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan

Reklame Di Kota Pekanbaru”.
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1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan yang hendak di capai dari penelitian ini

adalah sebagai berikut :

1. Untuk n ta gai 1 ent Peraturan  Walikota

Seda
sebagai b

a. Secara

b. Secara prakti QQ litian | dapat digunakan untuk
Vg
memberikan kontribus am mengambil kebijaksanaan dan
pelaksanaan terhadap pemasangan reklame di Kota Pekanbaru.
c. Sebagai bahan informasi dan masukan bagi masyarakat terutama bagi
masyarakat yang mempunyai hubungan terhadap pemasangan iklan baik

dalam badan hukum.
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STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR

mencapai
a diperlukan
)er daya untuk
pemerintah.
uasaan negara

rut H.A Barsz

ARALNL

ahan merupakan

Raen

pemerintahan sebuah negara.
Sedangkan  menurut (2011;145) mendefenisikan bahwa
pemerintahan adalah orang yang berwenang memproses pelayanan publik
dan berkewajiban memproses pelayanan sipil bagi setiap orang yang
melakukan hubungan pemerintahan, sehingga setiap anggota masyarakat

yang bersangkutan menerimanya pada saat diperlakukan sesuai dengan

tuntutan yang diperintah.

14
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Menurut Ndraha (2010;145), ilmu pemerintahan adalah ilmu yang
mempelajari  bagaimana memenuhi dan melindungi kebutuhan dan

tuntutan orang akan jasa publik dan layanan sipil dalam hubungan

dibutuhkan oleh yang

" ““\ ) '5‘
7

agkup ilmu

pemerintahan juga dapat didefenisikan sebagai berikut :
a. Suatu ilmu yang dapat menguasai dan memimpin serta menyelidiki
unsur-unsur dinas, berhubungan dengan keserasian kedalam dan
hubungan antara dinas-dinas itu dengan masyarakat yang

kepentingannya diwakili oleh dinas tersebut.
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b. Suatu ilmu yang menyelidiki bagaimana mencari orang yang terbaik

dari setiap dinas umum sebagai suatu kebulatan yang menyelidiki

secara sistematis problematika kedalam dan keluar.

pemerintahan.

nas umum dalam

pemerintahnya) dalam berbagai peristiwa dan gejala pemerintahan

secara baik dan benar.

2.1.2 Konsep Pemerintah-Pemerintahan
Pemerintah berasal dari kata pemerintah yang dimana Kkata
“pemerintah” tersebut memiliki empat unsur yaitu : ada dua pihak yang

terkandung, kedua pihak tersebut saling memiliki hubugan, pihak yang
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memerintah memiliki wewenang, pihak yang diperintah memiliki ketaatan.
Pemerintah adalah sistem yang menjalankan wewenang dan kekuasaan

yang berfungsi untuk memenuhi kebutuhan masyarakatnya. Pemerintah

gdkan negara

3;21). Secara
yeluruh, yang

erintah memiliki

luar dan menjaga agar tidak terjadi pemberontakan dari dalam yang
dapat menggulingkan pemerintahan yang sah melalui cara-cara
kekerasan.

b. Memelihara ketertiban dengan mencegah keributan diantara
masyarakat, menjamin perubahan aparatut yang terjadi didalam

masyarakat yang dapat berlangsung secara alami.
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c. Peraturan yang adil kepada seluruh masyarakat tanpa ada perbedaan
status apapun yang melatarbelakangi perbedaan mereka.

d. Melakukan pelayanan umum dengan memberikan pelayanan dalam

e 3 4 LY

embagi  fungsi

(public servis),

dan

1EAG Y

sendiri. Menurut Mahfud
(2001;66) pemerintahan dalam arti luas didefenisikan sebagai seluruh
organ kekuasaan didalam negara yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif.
Dalam arti luas pemerintahan diartikan sebagai pelaksana tugas seluruh
badan-badan, lembaga-lembaga, dan petugas-petugas yang diberikan
wewenang untuk mencapai tujuan negara. Sedangkan dalam arti sempit

pemerintahan hanya mencakup organisasi fungsi-fungsi yang menjalankan
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tugas pemerintahan (eksekutif) yang bisa dilakukan kabinet dan aparat-
aparatnya dari tingkat pusat sampai tingkat daerah. Menurut Finner

mengartikan Pemerintahan dalam istilah “Governance” yang memiliki

daerah dan DPRD menuru )nomi dan tugas pembantuan dengan

prinsip otonomi yang seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara
Kesatuan Republik Indonesia seperti yang dimaksud dalam Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Selanjutnya
pemerintah daerah merupakan perpanjangan tangan pemerintah pusat yang
dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang

Pemerintah Daerah. Pemerintah daerah menurut Undang-Undang Nomor
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12 Tahun 2008 Tentang Pemerintah Daerah adalah Gubernur,
Bupati/Walikota, dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara

pemerintah daerah. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang disingkat

‘ nbaga ‘ edangkan peraturan

‘Q\\\‘ .eg . an Daerah

e an/Ko tah daerah adalah
bl

. Penanganan bidang kesehatan
f. Penyelenggaraan pendidikan
g. Penanggulangan masalah sosial

h. Pelayanan bidang ketenagakerjaan

i. Fasilitas pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah

j. Pengendalian lingkungan hidup
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k. Pelayanan pertahanan

I. Pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil

m. Pelayanan administrasi umum pemerintahan

mencapai sasaran. Kebija adalah suatu kumpulan keputusan
yang diambil oleh seorang pelaku atau kelompok politik dalam usaha
memilih tujuan dan cara mencapai tujuan. Kebijakan yang telah
direkomendasikan untuk dipilih oleh pembuat kebijakan bukanlah jaminan
bahwa kebijakan tersebut akan berhasil dalam implementasinya. Ada
banyak variabel yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan

baik yang bersifat individual maupun kelompok atau institusi.
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Implementasi dari suatu program melibatkan upaya-upaya para pembuat

kebijakan untuk mempengaruhi perilaku birokrat pelaksan agar bersedia

memberikan pelayanan dan mengatur perilaku kelompok sasaran.

adalah serangkaian aktivitas intelektual yang dilakukan didalam proses
kegiatan yang pada dasarnya bersifat politis. Aktivitas politis tersebut
dijelaskan sebagai proses pembuatan kebijakkan dan digambarkan sebagai
serangkaian tahap yang saling bergantung yang diatur menurut urutan
waktu, penyusunan agenda, formulasi kebijaka, adopsi kebijakan,

implementasi kebijakan, dan evaluasi kebijakan. Menurut Dunn (2003;39)



nery wesy sejisidAu) ueeyeisndiag

iy disay yejepe il udwnyo(]

23

mengatakan bahwa kebijakan publik adalah suatu rangkaian pilihan-
pilihan yang saling berhubungan yang dibuat oleh lembaga atau pejabat

pemerintah pada bidang-bidang yang menyangkut tugas pemerintah,

keputusan tunggal, mela dari beberapa pilihan tindakan atau
strategi yang dibuat untuk mencapai tujuan tertentu demi kepentingan
orang banyak.

Menurut Jones (1995;47) kebijakan adalah keputusan tetap yang
dicarikan oleh konsistensi dan pengulangan tingkah laku dari mereka yang
membuat dan dari mereka yang mematuhi keputusan tersebut. Selanjutnya

Jones (1995;49) mengatakan sebuah kebijakan dapat dikatakan sebagai
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kebijakan publik. Dari suatu kebijakan tersebut dapat mencakup hal-hal

sebagai berikut :

a. Intentions, yaitu niat atau tujuan sebenarnya dari seluruh tindakan.

Menurut Wiliam Dunn dalam (Winarno, 2007;32-34), tahap-tahap
kebijakan publik adalah sebagai berikut :
a. Tahap Penyusunan Agenda
Para pejabat yang dipilih dan diangkat menempatkan masalah pada
agenda publik. Sebelumnya masalah tersebut berkompetensi terlebih

dahulu untuk dapat masuk dalam agenda kebijakan. Kemudian
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beberapa masalah masuk ke agenda kebijakan para perumus kebijakan.
Pada tahap ini mungkin suatu masalahtidak disentuh sama sekali,

sementara masalah yang lain ditetapkan menjadi fokus pembahasan

ﬁ@ﬂm$d3@ﬂ > ahas oleh para
Bﬁ i isik i uk kemudian

LNavAE Y Y

A b i

SN2
-
§
g
QD
0
wn
=)
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=
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Kebijakan yang telah diambil dan dilaksanakan oleh unit-unit
administrasi yang memobilisasikan sumber daya finansial dan manusia.
Pada tahap implementasi ini berbagai kepoentinganakan saling

bersaing. Beberapa implementasi kebijakan mendapat dukungan para
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pelaksana (implementators), namun beberapa yang lain mungkin akan

ditentang oleh para pelaksana.

e. Tahap Evaluasi Kebijakan

Dalam Kamus Bes 58 Indonesia implementasi diartikan
sebagai pelaksanaan atau penerapan. Artinya bahwa setiap kegiatan yang
akan dilaksanakan dan diterapkan merupakan wujud implementasi untuk
mencapai tujuan tertentu. Kata implementasi berfokus pada aktifitas,
adanya aksi, tindakan, atau mekanisme suatu sistem. Mekanisme berarti
bahwa implementasi bukan sekedar aktifitas, tetapi suatu kegiatan yang

terencana dan dilakukan berdasarkan norma tertentu untuk mencapai
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tujuan tertentu implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari
sebuah rencana yang disusun secara matang dan terperinci. Secara

sederhana implementasi juga dapat diartikan sebagai pelaksanaan atau

keluaran

\%:z;“

mewujudkan
ul jika policy
Dleh kelompok

akan mampu

BAREALN,

ilaian terhadap

2. Apakah program yang mereka rancang diimplementasikan dengan
benar sehingga mencapai tujuan (Purwanto dan Sulistyastuti, 2012;59).
Rian Nugroho (2003) mengemukakan bahwa implementasi
kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat
mencapai tujuan lebih lanjut dijelaskan bahwa tidak lebih dan tidak

kurang. Dimana implementasi menyangkut tindakan seberapa jauh arah
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yang telah diprogramkan itu benar-benar memuaskan. Meter dan Horn

dalam Subarsono (2005;99) mencoba mengadopsi model sistem

kebijaksanaan yang pada dasarnya menyangkut beberapa komponen yang

kinerja merupakan tahap yang krusial dalam analisis implementasi
kebijakan. Indikator-indikator kinerja ini menilai sejauh mana ukuran-
ukuran dasar dan tujuan-tujuan kebijakan telah direalisasikan. Di
samping itu, ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan merupakan bukti
dan dapat diukur dengan mudah dalam beberapa kasus. Dalam

melakukan studi implementasi, tujuan-tujuan dan sasaransasaran suatu



nery wesy sejisidAu) ueeyeisndiag

iy disay yejepe il udwnyo(]

29

kebijakan yang akan dilaksanakan, diidentifikasi dan diukur. Hal ini

dikarenakan implementasi kebijakan tidak akan berhasil atau

mengalami kegagalan apabila tujuan-tujuan itu tidak dipertimbangkan.

Ena menunjang
ber kebijakan

lain yang

pelaksana, maka

dan pola-pola hubungan yang terjadi berulang-ulang dalam badan-
badan eksekutif yang mempunyai hubungan baik potensial maupun
nyata dengan apa yang mereka miliki dengan menjalankan kebijakan.
4. Komunikasi antar organisasi terkait dan Kkegiatan-kegiatan

pelaksanaan
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Implementasi akan berjalan efektif apabila ukuran-ukuran dan
tujuantujuan dipahami oleh individu-individu yang bertanggung jawab

dalam kinerjakebijakan. Dengan begitu, sangat penting untuk

g samamemberikan

pelaksana  akan

maksud kebijakan.
5. Sikap para pelaksana
Setiap komponen dari model yang dibicarakan sebelumnya harus
disaring melalui persepsi-persepsi pelaksanan dari yuridiksi di mana
kebijakan tersebut dihasilkan. Mereka kemudian mengidentifikasi tiga

unsur tanggapan pelaksana yang mungkin memepengaruhi
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kemampuan dan keinginan mereka untuk melaksanakan kebijakan,

yaitu: kognisi, (komprehensi pemahaman) tentang kebijakan, macam

tanggapan terhadapnya (penerimaan, netralitas,penolakan) dan

Kondisi-kondisi lingkungan mungkin menyebabkan para pelaksana
melaksanakan suatu kebijakan tanpa mengubah pilihan-pilihan pribadi
mereka tentang kebijakan itu. Variabel-variabel lingkungan dipandang
mempunyai pengaruh langsung dalam pemberian pelayanan kepada

publik. Kondisi-kondisi lingkungan mungkin memperbesar atau
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membatasi pencapaian, sekalipun kecenderungan-kecenderungan para
pelaksana dan kekuatan-kekuatan lain dalam model ini, juga

mempunyai pengaruh terhadap implementasi kebijakan.

b. Sumber daya

c. Disposisi atau perilaku
d. Struktur birokratik
Pengertian implementasi kebijakan mengandung beberapa unsur-
unsur yaitu sebagai berikut :
a. Proses, yaitu serangkaian aktifitas atau aksi nyata yag dilakukan untuk

mewujudkan sasaran/tujuan yang telah ditetapkan.
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b. Tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai melalui aktifitas yang

dilaksanakan.

c. Hasil dan dampak, yaitu manfaat nyata yang dirasakan oleh kelompok

kebijakan undang-undang atau perda yang suatu jenis implementasi
kebijakan yang perlu mendapatkan penjelasan atau yang biasa sering
disebut sebagai peraturan pelaksana. Implementasi kebijakan tersebut
secara operasional antara lain keputusan dan intruksi presiden, keputusan

menteri, keputusan dinas, keputusan kepala daerah dan lainnya.
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Implementasi kebijakan ini pada dasarnya merupakan wujud program yang

dijadikan proyek untuk berbagai kegiatan pelaksanaan (Nugroho, 2016).

Dari seluruh proses kebijakan publik, tahapan yang kemudian

efektif memastikan bahwa implementasi kebijakan pubik dapat dilakukan
dengan baik. Maka harus diketahui faktor-faktor yang menjadi hambatan

dalam implementasi kebijakan publik tersebut.

2.1.7 Konsep Reklame
Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Reklame adalah

pemberitahan kepada umum tentang barang dagangan. Pemberitahuam



nery wesy sejisidAu) ueeyeisndiag

iy disay yejepe il udwnyo(]

35

tersebut biasanya dikemas dengan kata-kata yang menarik bahkan disertai
gambar.

Dalam Peraturan Walikota Nomor 50 Tahun 2021, Reklame adalah

ST

”,

=
S
N s
b}
[%2}
<5}
=4
QO
[

ARATL AN

g pri li atau badan yang

Pekanbaru Nomor 50 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Reklame :

a. Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang bentuk dan
corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan,
menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum

terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca,
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didengar, dirasakan, dan atau dinikmati oleh umum, kecuali yang
dilakukan oleh pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah.

b. Reklame Apung adalah Reklame insidentil yang diselenggarakan di

nduk, umbul-

A

, krey, banner,

D
o
[sY)
x
@
>
o
QD
=
D
QD
]

misalnya lobby hotel, kamar hotel, dalam ruangan restoran dan lain
sebagainya.

f. Reklame film atau slide adalah reklame yang diselenggarakan
menggunakan klise (celluloide) berupa kaca atau film, atau bahan-
bahan lain yang sejenis, sebagai alat untuk diproyeksikan dan/atau

dipancarkan.
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g. Reklame Insidentil adalah Reklame baliho, kain, reklame peragaan,

reklame selebaran, reklame melekat, reklame film, reklame udara,

reklame apung dan reklame suara.
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Videotron dan

Reklame Papan atau Billboard adalah Reklame yang bersifat tetap
(tidak dapat dipindahkan) terbuat dari papan, kayu, seng, tinplate,
collibrite, vynil, aluminium, fiberglas, kaca, batu, tembok atau beton,
logam atau bahan lain yang sejenis, dipasang pada tempat yang
disediakan (berdiri sendiri) atau digantung atau ditempel atau dibuat

pada bangunan tembok, dinding, pagar, tiang dan sebagainya baik
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bersinar, disinari maupun yang tidak bersinar. Reklame peragaan

adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara memperagakan

suatu barang dengan atau tanpa disertai suara.

I.  Reklame udara adalah reklame yang diselenggarakan di udara dengan
menggunakan balon, gas, laser, pesawat atau alat lain yang sejenis.
Adapun yang menjadi persyaratan administrasi dalam mendirikan
bangunan reklame dan penyelenggaraan reklame menurut Peraturan
Daerah Kota Pekanbaru Nomor 50 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan

Reklame adalah sebagai berikut :
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1. Persyaratan administrasi izin mendirikan bangunan reklame mencakup:
a. lzin tertulis penggunaan Jalan (khusus untuk reklame yang

diselenggarakan didaerah/ ruang milik jalan dari Dinas

A, Infoko i an Umum dan atau
<> Vapnwantt “

: i 3 !g tuk reklame
r

i. Rekomendasi dari tim teknis sesuai dengan kewenangannya;

J. Surat pernyataan bertanggung jawab atas kewajiban memelihara
dan menjaga bangunan reklame untuk keselamatan umum, dan
menanggung segala resiko atas segala akibat yang mungkin

ditimbulkan dari kerusakan yang terjadi atas sarana atau prasarana
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yang dibangun/dipasang pada bagian—bagian jalan atau persil yang

dimohon;

k. Surat pernyataan dari pemohon tentang kesediaan bangunan

Tentang Penyelenggaraan Reklame di Kota Pekanbaru adalah sebagai

berikut :

a. Badan Pendapatan Daerah selaku Ketua Tim merangkap anggota
bertugas memimpin dan mengkoordinasikan semua kegiatan tim

penertiban dan penataan penyelenggaraan bangunan reklame dan
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bertugas memberikan pertimbangan tentang perpajakan dan memproses

administrasi permohonan inin penyelenggaraan reklame;

. Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu selaku anggota

Satuan Polisi Pamong Praja selaku anggota tim bertugas menertibkan
penyelenggaraan reklame yang tidak sesuai dengan peraturan dan
ketentuan yang berlaku dan membantu kelancaran dan pengamanan

serta melakukan penertiban;

. Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah selaku anggota

bertugas melakukan pendataan dan pengelolaan aset daerah yang



nery wesy sejisidAu) ueeyeisndiag

iy disay yejepe il udwnyo(]

42

berhbungan dengan penyelenggaraan reklame, baik aet berupa

Jembatan Penyebrangan Orang (JPO) maupun terhadap aset yang

diperoleh akibat dilakukan penertiban reklame.

jaannya sesuai

si pada setiap

tujuan-tujuan dan kegiatan-kegiatan pada satuan-satuan yang terpisah
(departemen-departemen atau bidang-bidang fungsional) pada suatu
organisasi untuk mencapai tujuan secara efektif.

G.R Terry dalam Hasibuan (2006;88) berpendapat bahwa
koordinasi adalah suatu usaha yang sinkron dan teratur untuk menyediakan

jumalah dan aktu yang tepat, dan mengarahkan pelaksanaan untuk
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menyediakan jumlah waktu yang tepat, dan mengarahkan pelaksanaan

untuk menghasilkan suatu tindakan yang seragam dan harmonis pada

sasaran yang telah ditentukan.

wewenang, dan
kewibawaan.
g. Kurangnya komunikasi diantara para pejabat yang dapat dilakukan
dengan saling memberikan informasi dan saling pengertian dalam
pelaksanaan kerjasama.
Menurut Ndraha (2003;295) adapun tujuan dari koordinasi yaitu

sebagai berikut:
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a. Menciptakan dan memelihara efektifitas organisasi setinggi mungkin

melalui sinkronisasi, penyerasian, kebersamaan, dan kesinambungan

antar berbagai suatu organisasi.

2.1.9 Konsep Pajak Rekla

NET} WeJS] Se}ISIoAIUN) HEBHBZISIICIJE)(I
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<
&
=
s
o))
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Pajak reklame merupakan pajak atas penyelenggaraan reklame.
Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang menurut bentuk
dan corak ragamnya untuk tujuan komersial, dipergunakan untuk
memperkenalkan, menganjurkan atau memuji suatu barang, jasa, atau

orang untuk menarik perhatian umumkepada suatu barang, jasa, atau orang
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yang ditempatkan atau yang dapat dilihat, dibaca, dan didengar dari suatu

tempat umum kecuali yang dilakukan oleh pemerintah (Davey, 1998;90).

Termasuk dalam pengertian reklame adalah merk, simbol logo

a. Lokasi penempatan reklame yang terbagi atas daerah protokol,
ekonomi, dan lingkungan.

b. Jenis reklame

c. Jangka waktu penyelenggaraan

d. Ukuran media reklame.
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Adapun dasar pengenaan tarif pajak reklame berdasarkan Peraturan

Walikota Pekanbaru Nomor 50 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan

Reklame pada pasal 24 adalah Besarnya Pajak Reklame dihitung dengan

. Billboard/ Papan adalah reklame yang terbuat dari bahan lempengan
logam atau bahan lain yang sejenis dipasang atau digantungkan atau
dibuat pada bangunan tembok, dinding, pagar, pohon, tiang dan

sebagainya baik bersinar, disinari maupun yang tidak bersinar.
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c. Berjalan/ Kendaraan adalah reklame yang ditempatkan atau
ditempelkan pada kendaraan yang diselenggarakan dengan

mempergunakan kendaraan atau dengan cara dibawa oleh orang.

Nilai Jual Objek Reklame (NJOR) adalah keseluruhan
pembayaran/pengeluaran yang dikeluarkan oleh pemilik dan atau
penyelenggara reklame, termasuk hal ini adalah biaya/harga beli bahan
reklame, konstruksi, instalasi listrik, pembayaran/ongkos perakitan,

pemancaran, peragaan, penayangan, pengecatan, pemasangan dan

transportasi pengangkutan, dan lain sebagainya sampai dengan bangunan
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reklame selesai dipancarkan, diperagakan, ditayangkan dan atau terpasang

di tempat yang telah diizinkan. NJOR di Kota Pekanbaru ditentukan oleh

faktor-faktor :

pel asangan reklame

Ly
anfaatan tata ruang kota

kelas jalan Untuk menghitung luas reklame sebagai dasar pengenaan pajak

dilakukan dengan cara sebagai berikut :

a. Reklame yang mempunyai bingkai atau batas, dihitung dari bingkai
atau batas paling luar di mana seluruh gambar, kalimat, atau huruf-

huruf tersebut berada di dalamnya.



nery wesy sejisidAu) ueeyeisndiag

iy disay yejepe il udwnyo(]

49

b. Reklame yang tidak berbentuk persegi dan tidak berpingkai, dihitung

dari gambar, kalimat, atau huruf-huruf yang paling luar dengan jalan

menarik garis lurus vertikal dan horizontal, sehingga merupakan

emp
erdasarkan
N AR,
W oL
2.2 Penel
Ber n an penelitian
sebelu eri
Tabel a}ﬁjl‘
No iti i Perbedaan
1. |H Tahun
tan penelitian
B A dan lokasi
- penelitian.
n
«la
n
a tan
i Ko ah Kota
ekanbaru
2. | Rangga Sadewa | Analisis si | Membahas Tahun
Pajak Reklame tentang penelitian
Kota Pekanbaru | penyelenggaraan | dan lokasi
pajak reklame penelitian
serta melakukan
penelitian di
Badan
Pendapatan
Daerah Kota
Pekanbaru
3. | Yan Suprandy | Implementasi Membahas Tahun
Djabier Kebijakan Izin tentang penelitian
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Penyelenggaraan | penyelenggaraan | dan lokasi
Reklame di Kota | reklame penelitian
Palu
Hernimawati Model Kebijakan | Membahas Tahun
Penataan tengtang penelitian
Reklame Di Kota | penyelenggaraan | dan lokasi
Pekanbaru reklame serta penelitian
melakukan
penelitian di
Badan
Pendapatan
Daerah Pekanbaru
| Gusti Ayu Upaya Membahas Tahun
Agung Jennie Penertiban tentang penelitian
Asmika, | Penyelenggaraan | penyelenggaraan | dan lokasi
Nyoman Reklame Di Kota | reklame penelitian.
Suyatma, | Denpasar
Ketut Suardita
Astri Febriana | Komunikasi Membahas Tahun
Syaripudin, Kebijakan Publik | tentang penelitian
Tuah'Nur, Dine | Dalam penyelenggaraan | dan lokasi
Meigawati Penyelenggaraan | reklame penelitian.
Reklame Di Kota
Sukabumi
Ridwan Andi Peran Satpol PP _|. Membahas Tahun
Setiawan Kabupaten tentang penelitian
Klaten Dalam penyelenggaraan | dan lokasi
Penegakan reklame penelitian.
Peraturan
Tentang
Pelanggaran
Penyelenggaraan
Reklame

Sumber : Modifikasi Penulis, 2021

Kerangka Pikir

Kerangka pikir ini menggambarkan keterkaitan antara variabel peneliti
dengan indikator yang mempengaruhi, yang dilandasi dengan konsep dan
teori yang dianggap relevan dan berguna untuk menciptakan pemahaman dan

pikiran dalam menganalisis dan memecahkan permasalahan

yang
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berhubungan dengan penelitian ini, yaitu tentang Implementasi Peraturan
Walikota Pekanbaru Nomor 50 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas

Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 24 Tahun 2013 Tentang

apun kerangka pikir

3. ini, yang

entang
ahun 2013

. Lingkungan sc
Van Meter dan

Sumber : Modifikasi penulis, 2021

2.4 Konsep Operasional

Konsep operasional adalah konsep teori yang disesuaikan dengan

kondisi lapangan saat penelitian. Adapun yang menjadi konsep operasional
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dalam penelitian Implementasi Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 50
Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor

24 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Reklame Di Kota Pekanbaru adalah

adalah

atan Daerah

ﬁg ekanbaru, dan

idalah  menilai

ota Pekanbaru

o
&
d
&

Wl
o

kepada suatu barang, jasa, atau orang. Adapun jenis-jenis reklame yaitu :
reklame apung, baliho, reklame berjalan, reklame film/slide, reklame
insidentil, reklame kain, reklame megatron, reklame stiker, reklame
billboard, reklame gedung/bangunan, reklame selebaran, reklame suara,

reklame terbatas, dan reklame udara.
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4. Standar dan sasaran kebijakan/ukuran dan tujuan kebijakan dalam

penelitian ini yaitu menilai sejauh mana ukuran-ukuran dasar dan tujuan-

tujuan kebijakan direalisasikan.

2.5 Operasionalisasi Variabel
Untuk memudahkan arah penelitian yang terdiri dari satu variabel
dengan 4 indikator, maka dilakukan pendefenisian operasional variabel.
Adapun operasional variabel dalam penelitian mengenai Implementasi

Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 50 Tahun 2021 Tentang Perubahan
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Atas Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 24 Tahun 2013 Tentang

Penyelenggaraan Reklame Di Kota Pekanbaru adalah sebagai berikut :

merupaka
tindakan

kelompok
pejabat-pejaba
pemerintah

ditujukan de anya biaya
tercapainya t
tujuan yang tela
ditentukan ol
sebuah keput
kebijaksanaan
Meter dan Van
(Wahab, 2006)

Hubungan antar

pelaksana kebijakan

atau tingkat

pengawasan

3. Adanya SOP
(Standar Operasional

Prosedur)
Sikap Para 1. Melakukan
Pelaksana pengawasan terhadap

Perwako tersebut.

2. Tingkat responsivitas
instansi terhadap
penyelenggara
reklame yang ilegal
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Komunikasi |1. Penyampaian

antar informasi melalui
Organisasi sosialisasi
dan 2. Komunikasi baik

Kegiatan- dalam instansi satu

Sumber :
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METODE PENELITIAN
3.1 Tipe Penelitian

nakan dalam penelitia dalah metode penelitian

\ \
“ ‘ ‘E%m‘xﬁ‘ Ba an cenderung
e i
N3 " itian yang
dan
ng tidak dapat

dari sudut pandang yang utuh, komprehensif, dan hosili.

3.2 Lokasi Penelitian
Adapun yang menjadi lokasi penelitian ini adalah Kota Pekanbaru
khususnya Jalan Tuanku Tambusai Kota Pekanbaru. Adapun alasan penulis
memilih lokasi penelitian tersebut bahwa masih banyak ditemukan reklame

yang tidak memiliki izin untuk berdiri, reklame ilegal yang tidak membayar

56
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pajak, serta masih banyak reklame yang menggunakan badan jalan sehingga

mengganggu infrastruktur umum sebagaimana yang diatur dalam Peraturan

Walikota Pekanbaru Nomor 50 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas

3.3

iy disay yejepe il udwnyo(]
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ini adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1 Informan Dan Key Informan

tersebut. Adapun yang menjac dan key informan dalam penelitian

Subjek Penelitian Jumlah Keterangan
Kasubbid Pajak Reklame dan Air Tanah 1 Orang Key Informan
Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru
Bidang Operasional Ketertiban Masyarakat | 1 Orang Informan
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Satuan Polisi Pamong Praja Kota
Pekanbaru

Penyelenggara Reklame

2 Orang

Informan

Sumber : Modifikasi Penulis, 2021

g;
u

.

penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Data Primer

Data yang diperoleh secara langsung dari hasil wawancara, hasil

kuesioner dan hasil observasi dilapangan, yang berkaitan dengan masalah

penelitian.
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2. Data Sekunder

Data yang diperoleh melalui media perantara secara tidak langsung

seperti buku, catatan, atau arsip baik yang dipublikasikan maupun tidak

S
QD
x
QD
5
—
@
=
=
=

=AU N

data dengan
esponden untuk

ancara dilakukan

Dokumentasi me atan peristiwa/kejadian yang sudah
berlalu, dapat berupa lisan atau tulisan, gambar, karya-karya monumental
dari seseorang. Dokumentasi berguna untuk memperkuat dan mendukung

penelitian yang dilakukan dengan kamera untuk mengambil gambar atau

foto.
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Observasi merupakan pengamatan secara langsung dilapangan

untuk  memperoleh

informasi,

data

sebagainya

mengenai

penyelenggaran reklame.di ruas Jalan . Tuanku Tambusai Kota Pekanbaru.

3.7 Teknik Analisis Data

Penelitian Ini menggunakan teknik Kualitatif secara deskriptif, yaitu

penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data secara lengkap dan

menyeluruh dan kemudian dikelompokkan dan disesuaikan dengan jenis data

yang diperoleh. Selanjutnya akan diuraikan dengan lengkap dan terinci dalam

bentuk kalimat.

3.8 Jadwal Penelitian

Mar
2022

Apr
2022

1234

No Jenis Jadwal Kegiatan (Bulan dan Minggu)
Kegiatan | Sep-Okt Nov. Des Feb
2021 2021 2021 2022
213 2|3
1. | Penyusunan
UP
2. | Seminar UP
3. | Revisi UP
4. | Penelitian
Lapangan
5. | Pengolahan
dan
Analisis
Data
6. | Bimbingan
Skripsi
7. | Ujian

Skripsi
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Skripsi

Pengesahan
dan

Penyerahan
Skripsi
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GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

» g

ﬂ' kabau. Seiring
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Siak. Namun, pada tahun 1931, Pekanbaru dimasukkan ke dalam wilayah
Kampar Kiri yang dikepalai oleh seorang Controleur yang berkedudukan
di Pekanbaru dan berstatus Landschap sampai tahun 1940. Kemudian
menjadi ibukota Onderafdeling Kampar Kiri sampai tahun 1942. Setelah
penduduk Jepang pada tanggal 8 Maret 1942, Pekanbaru dikepalai

seorang Gubernur Militer yang disebut Gokung.

62
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Selepas kemerdekaan Indonesia, berdasarkan Ketetapan Gubernur
Sumatera di Medan tanggal 17 Mei 1946 Nomor 103, Pekanbaru

dijadikan daerah otonom vyang disebut Haminte atau Kotapraja.

Kabupaten Siak pada bac dan Timur, sementara bagian Barat

dan Selatan oleh Kabupaten Kampar.

Kota ini dibelah oleh sungai Siak yang mengalir dari Barat ke
Timur dan berada pada ketinggian berkisar antara 5-50 meter diatas
permukaan laut. Kota ini termasuk beriklim tropis dengan suhu udara
maksimum berkisar antara 34,1°C hingga 35,6 °C dan suhu minimum

antara 20,2 “C hingga 23,0 °C.
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Sebelum tahun 1960 Pekanbaru hanya Kota dengan luas 16 KM?
yang kemudian bertambah menjadi 62.96 KM? dengan 2 Kecamatan yaitu

Kecamatan Senapelan dan Kecamatan Limapuluh. Selanjutnya pada

kota ketiga

ah Medan dan

sekitar 37,96% dari kota. Mereka umumnya bekerja
sebagai pedagang. Jumlah mereka yang cukup besar telah mengantarkan
bahasa minang sebagai salah satu bahasa pergaulan yang digunakan oleh
penduduk kota Pekanbaru selain bahasa melayu atau bahasa Indonesia.
Selain itu, etnis yang juga memiliki proporsi cukup besar adalah

melayu, jawa, batak, dan tionghoa. Perpindahan ibukota Provinsi Riau

dari Tanjung Pinang ke Pekanbaru pada tahun 1959, memiliki andil besar
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menempatkan suku melayu mendomisili struktur birokrasi pemerintahan
kota. Namun sejak tahun 2002 hegemoni mereka berkurang seiring

dengan berdirinya Provinsi Kepulauan Riau dari pemekaran Provinsi

n Kota yang
an dan bisnis

engganti diluar

Kota Pekanbaru. Pasca PRRI eksistensi kelompok ini menguat setelah
beberapa tokoh masyarakatnya memiliki jabatan penting di
pemerintahan, terutama pada masa Kaharudin Nasution menjadi
penguasa perang Riau daratan.

Agama Islam merupakan salah satu agama yang dominan dianut

oleh masyarakat Kota Pekanbaru. Sementara pemelik agama Kristen,
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Budha, Katolik, Khonghucu, dan Hindu juga terdapat di Kota ini.
Sebagai bagian dalam pembangunan beragama, Kota Pekanbaru tahun

1994 ditunjuk untuk pertama kalinya menyelenggarakan Musabagah

November 1959,
sebagai walikota
berikutnya, ya o enja Bupati Kampar.
Selanjutnya pada tangga

1962 digantikan oleh Tengku Bay

yang sebelumnya juga menjabat sebagai Bupati Indragiri.

a. OrdeBaru
Dimulainya dengan menguatnya pemerintahan Orde Baru
membawa beberapa perubahan pada sistem pemerintahan dalam

Provinsi Riau termasuk Kota Pekanbaru. Dominasi militer mulai
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mengambil peran dalam pemerintahan serta ditambah dengan
munculnya satu kekuatan politik juga mewarnai pemerintahan Kota

Pekanbaru. Selanjutnya oada 1 Juni 1968 diangkat Raja Rusli B.A

keutamaan mereka ¢ an kelompok lainnya dapat menjadi
api dalam sekam jika dibiarkan akan dapat menimbulkan disintegrasi
pada masyarakat Kota Pekanbaru.

Pada tahun 2001 terpilih Drs. H. Herman Abdullah, M.M
sebagai walikota memerintah selama dua periode, termasuk salah
satu walikota yang berhasil dalam menerbitkan sistem birokrasi

pemerintahan Kota Pekanbaru, sehingga mampu meningkatkan
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pelayanan kepada masyarakatnya. Namun pada tahun 2010

berdasarkan survei persepsi kota-kota di seluruh indonesia oleh

Tansparency Internasional Indonesia, kota ini termasuk Kkota

S 2 d g

giie N
g5
ey

inflasi terjadi hamp a kelompok barang dan jasa kecuali
kelompok sandang dan kelompok kesehatan yang pada triwulan
laporan tercatat mengalami deflasi masing-masing sebesar 0.88%
dan 0.02%. secara tahunan inflasi Kota Pekanbaru pada bulan Maret
2010 tercatat sebesar 2.26% terus mengalami peningkatan sejak awal

tahu 2010 yaitu 2.07% pada bulan Januari 2010 dn 2.14% pada bulan

Februari 2010.
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Posisi sungai Siak sebagaijalur perdagangan Pekanbaru, telah

memegang peranan penting dalam meningkatkan pertumbuhan

ekonomi kota ini. Penemuan cadangan minyak bumi pada tahun

bidang industri di Kota
Pekanbaru terus mengalami peningkatan dengan rata-rata
pertumbuhan pertahun sebesar 3.82% dengan kelompok industri
terbesar pada sektor industri logam, mesin, elektronika, dan aneka
kemudian disusul dengan industri pertanian dan kehutanan. Selain
itu beberapa investasi yang ditanamkan dikota ini sebagian besar

digunakan untuk penambahan bahan baku, penambahan peralatan
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dan perluasan bangunan, sebagian kecil lainnya digunakan untuk

industri kecil baru.

. Seksi Perencanaan, Pe dan Pengembangan

Sehubungan dengan keluarnya Keputusan Mentri Dalam Negeri
Nomor 233 Tahun 1989 Tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja
Badan Pendapatan Daerah Kota Madya Daerah Tingkat Il sebagai
penyempurnaan dari Kepmendagri Nomor KUPD.7/12/41-101 Tanggal 6
Juni 1978, ditindak lanjuti dengan diterbitkannya Peraturan Daerah Kota

Madya Daerah Tingkat Il Pekanbaru Nomor 7 Tahun 1989 Tanggal 27
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Desember 1989 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan

Pendapatan Daerah Kota Madya Tingkat 1l Pekanbaru Tipe B, dengan

susunan organisasi sebagai berikut :

omor 22 Tahun
Dalam Negeri

at daerah, maka

Dinas-Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru, termasuk Badan
Pendapatan Daerah, dengan susunan organisasi sebagai berikut:

1. Kepala Badan Pendapatan

2. Wakil Badan Pendapatan

3. Bagian Tata Usaha

4. Subbag Program
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7.

8.
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Sub Bidang Pendataan dan Penetapan
Sub Bidang Penagihan
Sub Bidang Retribusi dan Pendapatan lain-lain

Sub Bid

il Pendapatan

S, W
4“"”?‘ ety

ebut dengan

Daerah Kota

kondisi dan kompete

endapatan Daerah Kota Pekanbaru
yang lebih baik di masa yang akan datang, selanjutnya dituangkan
dalam rencana strategis-SKPD ini. Adapun visi Badan Pendapatan
Daerah Kota Pekanbaru adalah:

“Terwujudnya peningkatan pendapatan asli daerah melalui
optimalisasi pemungutan serta pengelolaan yang efekktif, efisien,

transparan dan akuntabel dengan pelayanan prima”.
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4.2.2 Misi Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru

Untuk dapat melakukan visi tersebut diatas, maka ditetapkan misi

daerah.

h pegawai dan
ngetahui peran

peroleh Badan

tugas pokok dan fu Pendapatan Daerah, memimpin dan
membina bawahannya dalam rangka pelaksanaan tugas dan
pencapaian tujuan organisasi, melakukan pembinaan terhadap unit
pelaksanaan teknis, penyusunan rencana program dibidang
pendapatan, pemberian kajian teknis perizinan atau rekomendasi.
Kepala badan dalam melaksanakan tugasnya juga dibantu staf-staf

kantor.
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B. Sekretariat
Sekretariat mempunyai tugas pokok ~memimpin  dan
mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas dibidan

yang meliputi

badan dalam

dam melaksanakan pe penetapan PBB dan BPHTB. Dalam
pelaksanaan tugas akan dibantu oleh Kepala Seksi yang terdiri dari :
1. Kepala Seksi Intensifikasi dan Ekstensifikasi

2. Kepala Seksi Pengolahan dan Ekstensifikasi

3. Kepala Seksi Pelayanan dan Penagihan
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Tata cara penetapan dan pemungutan Bea Perolehan Hak atas

Tanah dan Bangunan (BPHTB) atas waris terdapat dibagian ini,

dibawah naungan kepala seksi intensifikasi dan ekstensifikasi.

berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala badan dan
mempunyai tugas membantu kepala badan dalam melaksanakan
perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pengkoordinasia,
pembinaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan bidang penagihan.
Dalam pelaksanaan tugas dibantu oleh Kepala Seksi yang terdiri

dari:
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1. Kepala Seksi Retribusi Daerah

2. Kepala Seksi Penagihan Pajak Daerah

3. Kepala Seksi Penagihan dan Penerimaan lain-lain.

dimpin oleh
anggung jawab
bantu kepala
aan kebijakan
evaluasi dan

tugas dibantu

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan
sebagian tugas Badan Pendapatan sesuai dengan keahlian dan
kebutuhan. Kelompok jabatan fungsional yang dimaksud terdiri dari
sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi

dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya. Setiap
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kelompok jabatan fungsional sebagaimana yang dimaksud dipimpin

oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh walikota.

hubungan antara

'Q‘me‘ 3.

0

)
g

encapai tujuan.
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4.3 Gambaran Umum Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru

Satuan Polisi_Pamong Praja, yang disingkat. dengan Satpol PP adalah

nan dan ketertiban
#ﬁ erja Satuan
s atuan  Polisi
dupaten/ Kota.
Kepala Satuan
nelalui Sekretaris

Satuan Polisi

di bawah dan

Polisi Pamong Praja pada elah proklamasi kemerdekaan dimana
sempat diawali dengan kondisi yang tidak stabil dan mengancam NKRI,
maka pada masa itu dibentuklah Detasemen Polisi sebagai Penjaga
Keamanan Kapanewon di Yogyakarta sesuai dengan Surat Perintah Jawatan
Praja di Daerah Istimewa Yogyakarta yang bertujuan untuk menjaga

ketentraman dan ketertiban masyarakat.

Pada tanggal 10 November 1958, lembaga ini berubah nama
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menjadi Detasemen Polisi Pamong Praja. Selanjutnya pada Tahun 1960
dimulai pembentukan Kesatuan Polisi Pamong Praja di luar Daerah Jawa

dan Maduradengan dukungan para petinggi militer. Pada tahun 1962

Baya untuk
aksud dalam
amun pada

Praja, namun

mulai dikenal

Pokok-Pokok

ahun 1974 tidak

) dan kemudian

Pemerintah Provinsi Riau membentuk Satuan Polisi Pamong Praja sesuai
dengan Peraturan Daerah Propinsi Riau No. 34 Tahun 2001 tanggal 26
April 2001 dan telah diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Riau
Tahun 2001 Nomor : 38 tanggal 28 April 2001 . Untuk selanjutnya
Pemerintah Provinsi Riau mengeluarkanPeraturan Daerah Provinsi Riau No.

8 Tahun 2008 yang mana menyebutkan denganjelas bahwa tugas pembinaan
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dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum khususnya
dilingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Riau yang dahulunya berada pada

Biro Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Riau sekarang sudah

. Tertib adalah suatu ehidupan yang serba teratur dan
tertata denan baik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan
yang berlaku guna mewujudkan kehiduan masyarakkat yang
dinamis, aman, tentram lahir dan batin.

c. Taat hukum adalah suatu bentuk kesadaran individu/kolektif yang
memahami bahwa hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara

terdapat ketentuan adanya hak, kewajiban serta larangan yang hrus



N ueeyeisndidg

iy disay yejepe il udwnyo(]

ISJIAIU

nenyj wejsy se)

81

dipatuhi bersama agar kehidupan menjadi teratur.

4.3.2 Misi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru

Meningkatkan ~ penyelenggaraan  dan  pemeliharaan

Daerah.

b. Pelaksanaan kebijakan pemeliharaan dan penyelenggaraan
ketentraman dan ketertiban umum

c. Pelaksanaan kebijakan penegakan Perda dan Keputusan Kepala
Daerah.

d. Pelaksanaan koordinasi pemeliharaan dan penyelenggaraan
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ketentraman dan ketertiban umum serta penegakan Perda,
Keputusan Kepala Daerah dengan aparat Kepolisian Negara,

Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan atau aparatur

434

Daerah atau Peraturan Kepala Daerah.

Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru
Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru merupakan salah satu

instansi yang ada di Pemerintahan Kota Pekanbaru sebagai unsur

perpanjangan tangan Walikota dalam menjalankan tugasnya. Satuan

Polisi Pamong Praja mempunyai tugas dalam penegakan Perda dan
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menyelenggarakan ketertiban umum serta ketentraman masyarakat dan

perlindungan masyarakat. Struktur Organisasi SKPD Satuan Polisi

Pamong Praja Kota Pekanbaru diatur di dalamPeraturan Daerah Nomor

)
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BAB V
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

5.1 Identitas Responden

an v
#;
=

Persentase

RN

75%

25%

100%

5.1.2 ldentitas Responden Berdasarkan Tingkat Umur
Sehubungan dengan keterkaitan antara umur dengan kedewasaan
seseorang dalam bersikap terhadap suatu permasalahan, maka berikut

ini merupakan tabel kriteria responden tabel V.2

Tingkat Umur Jumlah Persentase

21-30 1 Orang 25%
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50%

25%

100%

akan untuk

S\ 5

len yang akan
ikan memiliki

pengetahuan

REnaky

. Melalui tabel
dikan responden.

erupakan tabel

Persentase

25%

STRATA1 3 75%

Jumlah 4 orang 100%

Sumber : Modifikasi Penulis 2022
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Implementasi Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 50 Tahun 2021
Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 24
Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Reklame Di Kota Pekanbaru
Lahirnya Peraturan-Walikota Peraturan Walikota.Pekanbaru Nomor 50
Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor
24 Tahun 2013 Tentang, Penyelenggaraan Reklame Di-‘Kota Pekanbaru
dimaksudkan _dengan pertimbangan untuk™ menjamin terwujudnya
pendapatan asli daerah melalui pajak reklame dan penataan reklame yang
berdiri melalui penataan ruang di Kota Pekanbaru khususnya JI. Tuanku
Tambusai. Dalam penjelasan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 50
Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor
24 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Reklame Di Kota Pekanbaru
dikatakanbahwa dalam rangka penataan . ruang kota.yang terarah dan
terkendaliserta meningkatkan * pelayanan kepada masyarakat dalam
penyelenggaraan reklame di Kota Pekanbaru. Bahwa dengan semakin
pesatnya perkembangan kota dan sesuai dengan tingkat lajunya
pertumbuhan reklame yang beraneka ragam maka diperlukan penataan
penyelenggaraan reklame secara terpadu, menyeluruh, efektif dan efisien.
Untuk mengetahui bagaimana implementasi Peraturan Walikota Pekanbaru
Nomor 50 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota
Pekanbaru Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Reklame Di

Kota Pekanbaru dapat dilihat pada beberapa indikator, yaitu sebagai berikut:
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5.2.1 Standar Dan Sasaran Kebijakan / Ukuran Dan Tujuan Kebijakan

Menurut Van Meter Dan Van Horn, identifikasi indikator-indikator
kinerja merupakan tahap yang penting dalam analisis implementasi
kebijakan. Indikator. kinerja ini_menilai sejauh.mana ukuran-ukuran
dasar dan tujuan-tujuan kebijakan telah direalisasikan. Di samping itu,
ukuran dasar dan tujuan merupakan bukti dan dapat diukur dengan
mudah dalam” beberapa kasus. Dalam melakukan studi implementasi,
tujuan dan sasaran suatu kebijakan yang akan dilaksanakan,
diidentifikasi dan diukur. Seperti sudah sejauh mana implementasi
peraturan walikota terhadap penyelenggaraan reklame di Kota
Pekanbaru. Dalam menentukan ukuran dasar danm sasaran, dapat
menggunakan pernyataan dari para pembuat keputusan, seperti regulasi
dan garis pedoman program yang menyatakan Kriteria untuk evaluasi
kinerja kebijakan.

Hasil wawancara peneliti dengan Kasubbid Pajak Reklame dan Air
Tanah Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru mengenai standar dan
sasaran kebijakan/ukuran “dan. tujuan kebijakan dalam Peraturan
Walikota Pekanbaru Nomor 50 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas
Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 24 Tahun 2013 Tentang
Penyelenggaraan Reklame di Kota Pekanbaru mengatakan :

“Kalo sampai sekarang kebijakan Perwako itu berjalan dengan baik
sampai sekarang dan terkait dengan ukuran juga berjalan dan hasilnya
signifikan karena kita bicara kalo di Bapenda ini outputnya adalah
realisasi. Kita punya target dan outputnya adalah realisasi bahkan
untuk realisasi reklame di tahun 2021 kita melebihi target dari tahun-
tahun sebelumnya. Untuk ketaatan penyelenggara reklame ini sendiri
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tiap tahunnya itu jumlah wajib pajaknya bertambah. Intinya merekka
taat dengan pajak, jika mereka tidak taat disitulah kami akan
melakukan eksekusi. Bisa dengan cara penyegelan maupun pencabutan
reklame itu sendiri. Untuk penyegelan reklame sendiri kita
menggunakan, Crank. Ketika mereka tidak membayar pajak jika surat
pertama, kedua, dn._ketiga dilayangkan dan tidak ada indahan dari
mereka langsung kita  segel. Untuk mengetahui. mereka sudah
membayar pajak atau tidak kami bisa mengetahuinya melalui aplikasi,
Bapenda memiliki aplikasi untuk mengetahuinya.” (Hasil Wawancara
Bapak Mayu Indera Feriadi tanggal 7.Februari 2022).

Dari hasil wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa sasaran
kebijakan dan ukuran dari Perwako itu berjalan dengan baik seperti
yang tertuang di dalam Peraturan Nomor 50 Tahun 2021 bahwa pajak
reklame juga merupakan sebuah pendapatan asli daerah yang penting
guna = membiayal  pelaksanaan  pemerintahan  daerah  dalam
melaksanakan pelayanan kepada masyarakat dan mewujudkan
kemandirian daerah.,

Dalam proses penegakan Perwako perlu dilakukan adanya
pengawasan terhadap penyelenggaraan reklame di Kota Pekanbaru,
hasil wawancara peneliti dengan Kabid OKM Satuan Polisi Pamong
Praja Kota Pekanbaru mengenai bagaimana proses pengawasannya
yang mengatakan bahwa :

“Kalo menurut kami pengalaman di lapangan sasaran mengenai
tingkat ketertiban penyelenggara reklame itu sangatlah rendah. Karena
masih banyak reklame yang berdiri tidak pada tempatnya, seharusnya
tempat yang tidak ada reklame justru mereka pasang. Misalnya seperti
yang terpasang di media jalan, yang bisa membahayakan kalo tiang
reklame tersebut patah atau rusak. Kemudian banyak reklame yang
terpasang di Pekanbaru tanpa izin, ada yang sudah memiliki izin pun
sudah kadaluarsa, dan yang sudah memili izin pun juga posisinya tidak
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sesuai dengan izin yang diberikan. Jadi masalah yang dijumpai
dilapangan mengenai reklame kira-kira begitulah dan masalah
ketertibannya saya rasa sangat rendah.” (Hasil wawancara Bapak
Desheriyanto pada 22 Februari 2022).

Tuanku Tambusai Kota Pekanbaru yaitu staf marketing IT SHOP ibu

Widia yang merupakan panyelenggara reklame yang tidak taat pajak
mengatakan bahwa :

“Tentunya kami para penyelenggara reklame mengetahui hak dan
kewajiban kami. Tapi kalau masalah pembayaran pajak itu dilakukan

oleh brand kami sementara kami hanya sponsornya saja.”
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Hasil wawancara peneliti dengan Customer Service Gunung Sari

Supermarket Electrik JI. Tuanku Tambusai Bapak Reyhan mengatakan

bahwa :

kewajibannya seperti IT SHOP yang reklamenya sendiri sudah kena
segel oleh pihak Bapenda akibat belum membayar pajak reklame. Dari
pernyataan yang didapat dari para responden terkait Perwako 50 tentang
penyelenggaraan reklame ini dapat dikatakan bahwa standar dan
sasaran kebijakan/ukuran dan tujuan kebijakan masih kurang

terimplementasi dan perlu dilakukan pembinaan.
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Berdasarkan hasil observasi peneliti dilapangan mengenai
standar dan sasaran kebijakan/ukuran dan tujuan kebijakan dalam
penyelenggaraan reklame di JI. Tuanku Tambusai Kota Pekanbaru yaitu
masih_dijumpail adanya. reklame_yang berdiri tanpa izin, reklame yang
disegel karena tidak membayar pajak reklame, serta reklame yeng

berdiri di median jalan-sehingga merusak keindahan Kota Pekanbaru.

5.2.2 Sumber Daya

Sumber-sumber layak mendapatkan perhatian karena menunjang
keberhasilan implementasi kebijakan. Sumber-sumber kebijakan yang
dimaksud disini adalah dapat berupa dana, kecukupan personil, sarana
dan . prasarana yang .mendorong dan memperlancar implementsai
Peraturan \Walikota Pekanbaru Nomor 50 Tahun 2021 Tentang
Perubahan Atas Peraturan:Walikota-Pekanbaru Nemor 24 Tahun 013
Tentang Penyelenggaraan Reklame di Kota Pekanbaru.

Hasil wawancara peneliti dengan Kasubbid Pajak Reklame dan Air
Tanah mengatakan :

“Sumber daya sudah mendukung, namun kami kewalahan karena
kami kekurangan sumber daya manusianya. Dengan luas Pekanbaru,
kami hanya memiliki satgas lebih kurang 10-15 orang. Kami tidak
tercover seluruh wilayah Pekanbaru. Tapi karena kekurangan satgas
tadi, kami jadi terbantu karna adanya pihak Satpol PP yang ikut
menjadi tim dalam melaksanakan perwako ini. Kami bisa membagi
tugas. Contohnya ketika kami turun di kecamatan Pekanbaru Kota,
pihak Satpol PP boleh turun di wilayah Tampan, Tenayan, atau
wilayah Rumbai. Jadi kita punya kebijakan dan regulasi masing-
masing yang intinya tetap cuma satu yaitu pencapaian PAD karena
Bapenda ini lebih ke implementasi pendapatan daerah tujuannya
optimalisasi pendapatan daerah terkait dengan reklame.”
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Hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa sumber daya
manusia dalam intansi tersebut masih kurang memadai. Jumlah sumber
daya manusiasmereka tidak sebanding.dengan luas wilayah Kota
Pekanbaru...Sehingga memungkinkan mereka tidak bisa melakukan
peninjauan secara keseluruhan dari jumlah tiang reklame di Kota
Pekanbaru.

Hasil wawancara peneliti dengan Kabid OKM Satpol PP Kota
Pekanbaru yang mengatakan :

“Dalam perwako sudah diatur untuk sumber daya sendiri. Yang
pertama itu dari Bapenda, kemudian DPMPISP dan lainnya. Cuma
kalo di Satpol PP ini khusus untuk penegakan perda dan perwako saja,
kalo khusus pajak dan pemasangannya reklame itu di Bapenda,
kemudian untuk perizinannya di DPMPTSP, kalo kami hanya
pengawasan dan penegakan perwako itu saja. Kalo untuk mengenai
anggaran itu ada;-Cuma tidak terlalu banyak hanya untuk pemotongan
beberapa tiang reklame ' saja. Misalnya reklame yang benar-benar
menyalahi aturan itu akan dilakukan pemotongan dan penertiban.”

Hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa sumber daya
dalam implementasi perwako ini saling bekerjasama sesama tim
penyelenggara reklame sesuai-dengan yang tercantum dalam perwako
tersebut. Namun, untuk anggaran dalam pengawasan reklame sendiri
masih dikatakan kurang memadai.

Sumber daya yang ada di dinas terkait harus melakukan tugas dan
fungsinya masing-masing sesuai dengan yang tercantum di dalam
perwako. Salah satunya vyaitu melakukan pengawasan terhadap

penyelenggaraan reklame di Kota Pekanbaru.
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Hasil wawancara peneliti dengan penyelenggara reklame Staf

Marketing IT Shop yaitu ibu Widia mengatakan bahwa :

“petugas dari beberapa dinas terkait selalu melakukan pengawasan

z 308 B E
ae ~

Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Reklame di Kota Pekanbaru
dapat dikatakan kurang optimal. Hal ini karena dalam pelaksanaannya
masih kekurangan jumlah sumber daya manusia pada Badan
Pendapatan Daerah dan rendahnya anggaran pengawasan pada Satpol
PP.

Berdasarkan hasil observasi peneliti dilapangan mengenai sumber
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daya dalam implementasi perwako ini yaitu sumber daya manusia dari
dinas-dinas terkait sudah melaksanakan tugas dan fungsinya masing-

masing. Namun masih ada dinas yang sumber daya manusianya tidak

Hasil wawancara p gan Kasubbid Pajak Reklame dan Air
Tanah Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru terkait karakteristik
organisasi pelaksana yang mengatakan bahwa :

“Dalam perwako 50, Bapenda ini bekerja bersama dari tim Satpol PP
sebagai penegak perwako, DPMPTSP, PUPR, Dishub, dan lainnya.
Kami semua satu linear yang bertujuan untuk target. Untuk kinerja
kerjasama kami pihak Bapenda sangat baik dengan mereka dan ini
sudah terjalin cukup lama. Hasilnya apa? Target, target kita melebihi
di tahun 2021.”
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Hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa karakteristik

organisasi pelaksana pada Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru

ma-sama Kita
juga yang kita
ang selama ini kita
himbauan dari
ru dilakukan
rusan saja dari
ngan terhadap

VWANE g

ilegal.

Hasil wawancara peneliti dengan penyelenggara reklame Staf
Marketing IT Shop yaitu Ibu Widia mengatakan bahwa :
“Untuk penempatan dan pemasangan itu sudah ditentukan langsung
oleh dinas terkait.”

Hasil wawancara peneliti dengan Customer Service Gunung Sari
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Supermarket Electrik yaitu Bapak Reyhan mengatakan bahwa :

“Penempatan reklame pasti dilakukan sesuai wilayah masing-masing.

Namun untuk pemasangan itu dilakukan oleh penyelenggara dengan

untuk yang

ELE

asn reklame.

karakteristik

(S
D
)]

ran Walikota

Atas Peraturan

e = 2

Berdasarkan hasil observasi peneliti dilapangan mengenai
karakteristik organisasi pelaksana yaitu mempunyai hubungan baik
antara organisai pelaksana dengan penyelenggara reklame. Hal ini dapat
dilihat dari pola hubungan yang terjadi secara berulang dari dinas yang
menjalankan kebijakan kepada para penyelenggara reklame JI. Tuanku

Tambusai Kota Pekanbaru.
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5.2.4 Sikap Para Pelaksana

Implementasi kebijakan yang berhasil harus diikuti oleh kesadaran
terhadap kebijakan tersebut secara menyeluruh. Hal ini berarti bahwa
kegagalan suatu implementasi kebijakan yang sering diakibatkan oleh
ketidaktaatan para pelaksana terhadap kebijakan. Dalam kondisi seperti
inilah, persepsitindividu memegang peranan. Para pelaksana mungkin
gagal dalam melaksanakan kebijakan-kebijakan dengan tepat karena
mereka menolak tujuan-tujuan yang terkandung dalam kebijakan-
kebijakan tersebut. Dan begitu sebaliknya, penerimaan terhadap
ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan kebijakan yang diterima secara
luas oleh para pelaksana kebijakan akan menjadi pendorong bagi
implementasi kebijakan yang berhasil.

Hasil wawancara peneliti dengan Kasubbid Pajak Reklame dan Air
Tanah Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru mengenai sikap para
pelaksana Perwako tersebut yang mengatakan :

“Kalo sikap “mau._tidak mau ini harus dilaksanakan karena ini
merupakan peraturan Walikota dan pimpinan kita itu Walikota. Kalau
Walikota sudah mengeluarkan kebijakan, siapapun bawahannya harus
ikut mengikuti dan melaksanakan peraturan tersebut.”

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa perwako ini
merupakan sebuah perintah dari pimpinan mereka yaitu Walikota
Pekanbaru sendiri. Sehingga sikap yang harus diambil para pelaksana
kebijakan tersebut yaitu melakukannya dengan penuh tanggung jawab

sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing dari dinas
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terkait.

Hasil wawancara dengan Kabid OKM Satpol PP Kota Pekanbaru

mengatakan :

..&h an penyelenggara reklame Customer
_ o o

Service Gunung Sa et Electric yaitu Bapak Reyhan
mengatakan bahwa :

“sikap mereka pasti tegas karena untuk melakukkan penertiban
reklame yang sudah pasti ilegal. Contohnya pemotongan terhadap
tiang reklame tersebut.”

Hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa sikap para dinas

pelaksana dalam melaksanakan tugasnya yaitu penuh dengan tanggung
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jawab dalam menertibkan reklame-reklame yang ilegal di JI. Tuanku
Tambusai Kota Pekanbaru.

Berdasarkan hasil wawancara diatas mengenai sikap para

ota Pekanbaru Nomor

5.25 unika S3 Kegiatan Pelaksanaan

dalam suatu organisasi a suatu organisasi ke organisasi lainnya,
para komunikator dapat menyimpangkannya atau menyebarluaskannya.
Bahkan juga sumber informasi yang berbeda dapat memberikan
persepsi yang tidak sesuai terhadap ukuran dan tujuan atau jika sumber
yang sama memberikan persepsi yang bertentangan, para pelaksana
akan menghadapi kesulitan yang lebih besar untuk melaksanakan

maksud-maksud dari kebijakan tersebut.
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Hasil wawancara peneliti dengan Kasubbid Pajak Reklame dan
Aira Tanah Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru yaitu :

“Kalo membahas mengenai komunikasi kita pasti ada melakukan yang
namanya kenselidasi, monitoring bersama ke.lapangan. Kalau jadwal
itu tentatif dan tidak bisa dijadwalkan. Ketika kita memiliki waktu
longgar kita bisa diskusi bersama. Ketika kami melakukan penertiban
dilapangan bisa dilakukan juga oleh Bapenda itu sendiri karena kami
sudah memiliki legalitas rdalam perwako 50 yaitu Bapenda boleh
melakukan penertiban sendiri. Jadi ‘dengan, adanya pihak Satpol PP,
kami jadi terbantu karena kekurangan SDM kami tadi. Sehingga kami
bisa membagi tugas. Contohnya ketika kami turun di kecamatan
Pekanbaru Kota dan pihak Satpol PP boleh turun di wilayah Tampan,
Tenayan, atau wilayah Rumbai. Jadi kita punya kebijakan dan regulasi
masing-masing yang intinya tetap cuma satu yaitu pencapaian PAD
karena Bapenda ini lebih ke implementasi pendapatan daerah

)

tujuannya optimalisasi pendapatan daerah terkait dengan reklame.’

Hasil wawancara diatas  dapat disimpulkan bahwa tim
penyelenggara reklame melakukan konsulidasi dan monitoring bersama
ke lapangan untuk- ‘meninjay. ‘penyelenggaraan reklame di Kota
Pekanbaru. Pihak Bapenda sendiri juga memiliki legalitas untuk
langsung turun ke lapangan melakukan penertiban sendiri terhadap
reklame di Kota Pekanbaru.

Hasil wawancara peneliti dengan Kabid OKM Satpol PP Kota
Pekanbaru yang mengatakan bahwa :

“kami sudah sering melakukan sosialisasi terutama kepada pengusaha
dan pedagang reklame. Ketika kami melakukan penertiban dan
pemotongan pasti kami sampaikan terlebih dahulu agar bisa
disesuaikan dengan izinnya.”

Hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa pihakk Satpol PP

sudah melakukan komunikasi melalui sosialisasi terhadap pengusaha
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dan pedagang reklame sebelum melakukan penertiban terhadap reklame

yang diduga ilegal dan menyalahi aturan.

Hasil wawancara peneliti dengan penyelenggara reklame Staf

enggara  reklame

reklame di Kota

diatas mengenai komunikasi
komunikasi antar organisasi dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan
terhadap Implementasi Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 50 Tahun
2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 24
Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Reklame di Kota Pekanbaru
dapat dikatakan cukup optimal. Hal ini dapat dilihat dari komunikasi

yang sudah terjalin dengan baik sesama organisasi pelaksana maupun
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sosialisasi organisasi pelaksana terhadap pengusaha dan pedagang

reklame.

Berdasarkan hasil observasi penulis dilapangan mengenai

Air Tanah Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbary yang mengatakan
bahwa:

“Kalau politik dikatakan berpengaruh pasti iya karena sudah keluar
perwakonya, jadi sebenarnya yang dikatakan pajak reklame itu
merupakan benda atau alat yang mempromosikan nilai dagangnya.
Contohnya, ada satu brand yang ingin mempromosikan barangnya itu
kita tagih pajaknya. Namun kalau anggota partai politik, himbauan
pemerintah itu tidak kita kenakan pajak. Jadi tidak semuanya yang
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terpasang di reklame itu dikenakan pajak. masalah sosial dan ekonomi
juga pasti mempengaruhi ya. Selain mempromosikan dagangannya
kami juga menerima pajaknya sehingga bisa menghasilkan PAD buat
Kota Pekanbaru.”

ncara diatas dapat d

wm\“ b

bahwa lingkungan

ah ada, kalau
tersebut dapat

dilakukannya
ntungkan para

Hasil wawancara pe dengan penyelenggara reklame Staf
Marketing yaitu Ibu Widia mengatakan bahwa :

“Kalo menurut saya pasti berpengaruh ya, karena banyak parpol yang
menggunakan reklame untuk melakukan kampanye. Kalau untuk sosial

dan ekonomi pasti untuk memberikan informasi kepada masyarakat

mengenai suatu barang dan menguntungkan para penyelenggara
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reklame untuk dapat mempromosikan barang dagangannya.”
Hasil wawancara peneliti dengan penyelenggara reklame Customer

Service Gunung Sari Supermarket Electric yaitu Bapak Reyhan

genai  pengaruh

entasi Peraturan

optimal. Hal ini dapat dilihat dari pengaruh lingkungan sosial, politik,
dan ekonomi yang mempunyai dampaknya masing-masing dalam
penyelenggaraan reklame di Kota Pekanbaru.

Berdasarkan hasil observasi peneliti dilapangan mengenai
lingkungan politik, sosial, dan ekonomi yaitu mempengaruhi

pelaksanaan penyeenggaraan reklame di Kota Pekanbaru. Hal ini dapat
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dilihat dari reklame partai politik yang berusaha melakukan kampanye,

lingkungan sosial untuk mempermudah masyarakat memperoleh

informasi mengenai sesuatu barang atau jasa yang direklamekan,

5.3 Faktor Penghambat 3 plementasi  Peraturan Walikota

Pekanbaru Nomor 50 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan

Walikota Pekanbaru Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan
Reklame Di Kota Pekanbaru

Berdasarkan penelitian yang dilakukan dilapangan ada beberapa
hambatan dalam Implementasi Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 50

Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor
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24 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Reklame Di Kota Pekanbaru, yaitu

sebagai berikut :

5.3.1

5.3.2

5.3.3

Sumber Daya Manusia

ulu, agar dapat

uran dan harus

Kota Pekanbaru
Khusunya di JI. Tuanku busai cukup rendah. Hal ini dapat dilihat
dari kurang responnya penyelenggara reklame terhadap hak dan
kewajibannya. Masih banyak ditemui penyelenggara reklame yang

mendirikan reklame tanpa izin dan lupa akan kewajibannya dalam

membayar pajak reklame.
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BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

memiliki izin untuk mendirikan reklame, penunggakan pembayaran pajak
reklame sehingga masih ditemui disepanjang Jalan Tuanku Tambusai
beberapa reklame yang sudah disegel oleh pihak Bapenda, mendirikan
reklame ditempat yang tidak sesuai dengan aturan yang telah dikeluarkan

olen Walikota Pekanbaru karena faktor komersil dan promosi,

mengurangi nilai keindahan Kota Pekanbaru karena reklame yang belum
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tertata dengan baik dan benar, dapat membahayakan para pengguna jalan
karena beberapa reklame yang berdiri menggunakan median jalan.

2. Faktor penghambat dalam Implementasi Peraturan Walikota Pekanbaru

. Peraturan Walikota

6.2 Saran
1. Pihd agar lebih
anusia terhadap

Tambusai Kota

dan memperhatikan lingkungan sekitar dalam mendirikan reklame agar
dapat menciptakan Kota Pekanbaru yang lebih tertata dari segi reklame

dan dapat memperindah Kota Pekanbaru.
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